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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah  

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 

Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada 

hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap 

kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula 

sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak 

dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban 

yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. 

Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan 

yang terbentuk antara warga negara dan negara itu sendiri. Jadi sifat hak dan 

kewajiban itu adalah bersifat timbal balik (resiprokalitas). Maksudnya adalah, 

bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya 

pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Masalah 

pokok antara negara dengan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. 

Setiap warga negara diberikan kebebasan oleh negara dalam hak dan 

kewajiban semua sama. Berbicara hak dan kewajiban negara kembali ke 

warga negara tersebut. Karena hubungan antara negra dengan wrga negara 

sangat kuat hal itu bisa dilihat dari sila ke-4 pancasila bahwa kewajiban 

bangsa indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat 

Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Bangsa 

Indonesia lahir terlebih dahulu sebelum terbentuknya Negara Indonesia. 

Soekarno menegaskan, bahwa Negara Kesatuan ialah Negara Kebangsaan. 

Tujuan bangsa Indonesia adalah merdeka, dan membentuk negara memiliki 

satu cita-cita, kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat 

Indonesia. Bangsa Indonesia telah hidup pada kondisi tatanan kehidupan 

seolaholah sama dengan negara demokrasi, ialah negara dulu terbentuk baru 

bangsanya dilahirkan kemudian. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang 
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berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dan perwakilan belum mampu 

terealisasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumuan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah : 

1. Bagaimana konsep dan urgensi harmoni Kewajiban dan Hak Warga 

Negara?  

2. Apa alasan diperlukan harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara?  

3. Apa saja sumber historis, sosiologis, dan politik kewajiban hak Negara 

serta warga Negara?  

4. Bagaimana argument tentang dinamika dan tantangan mengenai 

kewajiban hak Negara dan warga Negara? 

5. Apa esensi urgensi harmoni kewajiban dan hak warga Negara? 

6. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara di indonesia bersumbu pada 

kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Pembuatan makalah ini bertujuan untuk :  

1. Memamhami konsep dan urgensi harmoni Kewajiban dan Hak Warga 

Negara. 

2. Mengetahui alasan diperlukannya harmoni Kewajiban dan Hak Warga 

Negara. 

3. Mengetahui sumber historis, sosiologis, dan politik kewajiban hak 

Negara serta warga Negara.  

4. Mengetahui argumen tentang dinamika dan tantangan mengenai 

kewajiban hak Negara dan warga Negara.  

5. Memahami esensi urgensi harmoni kewajiban dan hak warga Negara. 

6. Memahami hak dan kewajiban warga negara di indonesia bersumbu pada 

kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Konsep dan Urgensi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara   

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 

semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh 

pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa 

olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya 

dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana 

pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 

berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus 

dilakukan (Notonagoro, 1975). 

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 

Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada 

hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap 

kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula 

sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak 

dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban 

yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. 

Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal 

balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan 

penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, 

negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. 

Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap 

tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi 

kepada rakyat. 

Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan 

berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi 

kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban 

warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 

23A, UUD 1945). Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber 

penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan 
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pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar maka 

pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 

74,63 % pendapatan negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban 

warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan 

masuknya pendapatan pajak dari warga negara maka pemerintah negara juga 

akan mampu memenuhi hak warga negara yakni hak mendapatkan 

penghidupan yang layak. 

 

2.2 Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak 

Negara dan Warga Negara Indonesia 

Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam 

UUD NRI 1945, namun  secara filosofis tetap mengindikasikan adanya 

pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa 

dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham 

harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak 

dan kewajiban. 

 

2.3 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Harmoni 

Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia 

1. Sumber Historis 

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi 

di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada 

abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural 

rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak 

kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ihwal kontribusi 

John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. 

Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di 

dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi 

Perancis. 
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2. Sumber Sosiologis 

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam 

masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter 

buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah 

sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal 

penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi 

sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, 

perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat 

biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di 

bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Situasi yang bergolak 

serupa ini dapat dijelaskan secara  sosiologis karena ini memiliki kaitan 

dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa 

yang lalu. 

 

3. Sumber Politik 

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak 

negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan 

UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi 

(pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. 

Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama 

oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi : 

a. Mengamandemen UUD NRI 1945, 

b. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI),  

c. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia 

(HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),  

d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan 

daerah,  

e. (Otonomi daerah),  

f. Mewujudkan kebebasan pers,  

g. Mewujudkan kehidupan demokrasi. 
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2.4 Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni 

Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara   

2.1 Aturan  Dasar  Ihwal  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Serta  Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memasukkan ketentuan 

baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat  (5) UUD NRI 

Tahun 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.  

Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. 

Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai 

ilmiah. Namun, nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. 

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah budaya harus 

bersiap menyambut perkembangan dan kemajuan  IPTEK. Oleh karena 

budaya bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik 

tradisional, sedangkan  IPTEK  berasal dari perkembangan budaya asing 

yang lebih maju, maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak 

disiapkan akan dapat terjadi apa yang disebut kesenjangan budaya 

(cultural lag), yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul 

dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. 

Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat 

serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita 

menyadari pula bahwa  budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga 

masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai 

kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti 

menutup kesempatan berkembang. Sebaliknya kita juga tidak boleh hanyut 

terbawa arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan 
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kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang 

kita pilih adalah sebagai berikut: 

 menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai 

dengankepribadian bangsa; 

 menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai 

dengan kepribadian bangsa; 

 menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas 

apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.   

2.2 Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 

Sebelum diubah Pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. 

Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945 maka Pasal 34 memiliki 4 

ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan  meningkatkan jaminan 

konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan 

sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih 

lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya 

mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), 

sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaannya. 

Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan 

gagasan negara tentang kesejahteraan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan: 

“...melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Maka dalam 

Pasal 34 UUD NRI 1945 upaya memajukan kesejahteraan umum lebih 

dijabarkan lagi, ke dalam fungsi-fungsi negara untuk: 

a.  mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat;  

b.  memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu;  

c.  menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;  

d.  menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak 

 

 



8 
 

 

2.3 Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara 

Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep 

pembelaan terhadap negara  [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945]. Namun 

setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan 

menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah 

perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban 

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD 

NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD 

NRI 1945. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara 

mengandung pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana 

penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan 

kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara. 

2.4 Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia 

Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen 

UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya 

perihal hak-hak dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 

hanya berkutat pada pasal 27,  28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah 

Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut  

diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping 

mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi 

manusia. 

2.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak 

Negara dan Warga Negara  

UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal 

kewajiban dan hak negara melainkan  juga kewajiban dan hak warga negara. 

Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak 

dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi 

adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara tersebut? Untuk 

memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan 

warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan 
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kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta 

pertahanan dan keamanan. 

1. Agama 

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. 

Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada 

semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama 

besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita 

mudah menerima penyebaran  agama-agama besar itu. Rakyat bangsa 

kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. 

Undang-Undang Dasar  merupakan dokumen hukum yang mewujudkan 

cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini cita-cita bersama 

untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang 

diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 

1945 Pasal 29. Bacalah pasal tersebut.   

Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis 

piramidal. Artinya, urut-urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu 

rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan 

pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, di antara lima sila 

Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, 

sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan 

sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus 

dimaknai bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari:   

a. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab,  

b. Persatuan Indonesia,  

c. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan 

d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dari uraian tersebut tampak bahwa sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham 

Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer 

yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan 

bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945 
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menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Maknanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa (jiwa 

keberagamaan) harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara 

yang tersusun dalam UUD NRI 1945. 

 

2. Pendidikan dan Kebudayaan 

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama 

lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk 

upaya pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja 

ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan 

dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. 

Dari rumusan Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945 juga terdapat 

konsep fungsi negara, dalam hal ini pemerintah, yakni mengusahakan 

dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita 

menengok fungsi-fungsi negara (function of the state) dalam lingkup 

pembangunan negara (state-building) cakupannya meliputi hal-hal 

berikut ini. 

 Fungsi minimal: melengkapi sarana dan prasarana umum yang 

memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan 

keadilan.  

 Fungsi madya: menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti 

pendidikan, lingkungan, dan monopoli. 

 Fungsi aktivis: menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi 

kekayaan. 

 

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat 

Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah 

dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi 

kerakyatan itu? Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi 

nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral 

Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi 

rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang 
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bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian sistem ini 

tidak dapat dipisahkan dari pengertian “sektor ekonomi rakyat”, yakni 

sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang 

melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, 

pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak. 

 

4. Pertahanan dan Keamanan 

Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, 

baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait, 

diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga 

yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai 

adanya ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI 1945 yang 

menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut 

diatur  dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan 

presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-

undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan 

konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan 

keamanan sebagai kepentingan rakyat. 

2.6 Hak dan Kewajiban Warga Negara Di Indonesia Bersumbu Pada 

Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah Untuk Mufakat 

Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Bangsa 

Indonesia lahir terlebih dahulu sebelum terbentuknya Negara Indonesia. 

Soekarno menegaskan, bahwa Negara Kesatuan ialah Negara Kebangsaan. 

Tujuan bangsa Indonesia adalah merdeka, dan membentuk negara memiliki 

satu cita-cita, kehendak untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat 

Indonesia. Bangsa Indonesia telah hidup pada kondisi tatanan kehidupan 

seolaholah sama dengan negara demokrasi, ialah negara dulu terbentuk baru 

bangsanya dilahirkan kemudian. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang 

berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dan perwakilan belum mampu 

terealisasi. Sementara pelaksanaan demokrasi voting yang memiliki dasar 

liberalisme terus bergulir. Sepertinya, kehidupan bangsa Indonesia semakin 

jauh dari cita-cita sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi kita. Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kebangsaan yang 

bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian, telah 

menetapkan prinsip musyawarah, mufakat, perwakilan sebagai landasan 

pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk 

tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat 

asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Sementara demokrasi yang 

terbangun dari Barat sebagai sistem negara demokrasi tidak sesuai dengan 

kehidupan rakyat Indonesia.  

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan 

derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan 

terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk 

mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan dengan 

berbagai atribut di tengahtengah bergejolaknya problema-problema umum, 

dan dengan musyawarah pula dikembangkan tukar pikiran dan pendapat. 

Pelaksanaan musyawarah bagi kehidupan manusia lebih dari sekedar 

kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, karena ia merupakan 

karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan. 
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BAB III 

PENUTUPAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan makalah yang telah ditulis, maka dapat disimpulkan :  

1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 

semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak 

dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu 

yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu 

tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa oleh yang berkepentingan.  

2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga 

negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa 

warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya 

pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. 

3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam 

UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak 

asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan 

kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan 

dalam suatu undang-undang. 

4. Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan 

derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan 

terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara 

untuk mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan 

dengan berbagai atribut di tengahtengah bergejolaknya problema-

problema umum, dan dengan musyawarah pula dikembangkan tukar 

pikiran dan pendapat. 
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